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Ikhtisar Putusan :  

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, 
Kedudukan Hukum Pemohon, serta Pokok Permohonan, terlebih dahulu Mahkamah 
memandang perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU MK 
menyatakan, “(1) sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi 
mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan; (2) 
dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi 
wajib memberi nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau 
memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) 
hari”; 

2. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU MK tersebut, Mahkamah 
telah menjadwalkan pelaksanaan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada hari 
Kamis, 12 September 2019, pukul 13.30 WIB dan Pemohon telah dipanggil 
secara sah dan patut oleh Mahkamah dengan Surat Panitera Mahkamah 
Konstitusi Nomor 381.42/PAN.MK/9/2019, bertanggal 5 September 2019, perihal 
Panggilan Sidang dan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 
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387/PAN.MK/9/2019, bertanggal 10 September 2019, perihal Perubahan Waktu 
Sidang. Namun demikian, pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang 
dilaksanakan oleh Mahkamah pada tanggal 12 September 2019 yang telah 
ditentukan, Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah. Meskipun demikian, 
sesuai dengan kepatutan berdasarkan hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim 
memerintahkan kepada petugas untuk memanggil Pemohon agar memasuki 
ruang sidang, namun Pemohon tetap tidak hadir. Oleh karena itu, Mahkamah 
menilai bahwa Pemohon tidak menunjukkan kesungguhan untuk mengajukan 
permohonan a quo. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam rangka 
memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan maka permohonan 
Pemohon haruslah dinyatakan gugur. 

Bahwa oleh karena permohonan dinyatakan gugur maka tidak relevan bagi 
Mahkamah untuk mempertimbangkan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum 
Pemohon, dan pokok permohonan. 

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang 
amarnya, Menyatakan permohonan Pemohon gugur.  

 


